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Pendahuluan
Diskop UKM Jatim mencatat 37% permasalahan UMKM terkait

permodalan usaha. Hal tersebut merupakan permasalahan utama yang
dihadapi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) jika
dibandingkan dengan permasalahan lainnya seperti bahan baku,
pendistribusian, sumber daya manusia, dan pemasaran.

Selain itu, akses dalam menjangkau pembiayaan perbankan sulit bagi
pengusaha UMKM terutama jenis UMKM mikro karena persyaratan yang tidak
terpenuhi. Sehingga muncullah sebuah layanan digital yang
diselenggarakan untuk mempertemukan dua pihak yaitu pemilik dana
dengan penerima dana yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya
yang disebut dengan Fintech Peer to Peer Lending.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah peran dari layanan fintech peer to peer lending
syariah mampu menjadi solusi untuk pembiayaan modal
UMKM Sidoarjo?

2. Kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam
penerapan pembiayaan modal fintech peer to peer lending
pada UMKM Sidoarjo?
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Metode

• Jenis Penelitian Metode Kualitatif Studi Kasus

• Lokasi Penelitian Kecamatan Sidoarjo

• Sumber Data Data Sekunder dan Data 
Primer

• Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, dan
Dokumentasi

• Teknik Analisis Data Reduksi data, Sajian data, 
dan Penarikan simpulan
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Hasil
Jumlah narasumber yang didapat oleh peneliti berjumlah 16 pelaku

usaha yang berada di daerah Sidoarjo yang di dominasi oleh narasumber

perempuan dengan nilai 94% dari 16 narasumber dan rata-rata merupakan

kriteria dengan usaha mikro. Rentang usia narasumber yang terpilih yaitu

antara 21 tahun hingga 55 tahun dengan narasumber terbanyak rentang

umurnya antara 41-50 tahun. Dari seluruh narasumber hanya 6 orang yang

menggunakan layanan fintech peer to peer lending syariah.
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Pembahasan
Penerapan Fintech P2P Lending Syariah di Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan atau literasi masyarakat masih tergolong rendah

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fintech dan cara penggunaannya. Masyarakat

cenderung masih gagap teknologi dikarenakan munculnya inovasi fintech ini masih terbilang baru

dikalangan masyarakat. Bahkan, minat penggunaan pada layanan fintech peer to peer lending

syariah ini masih belum 100% karena masih terdapat narasumber yang kurang yakin akan

penggunaannya.

Meskipun demikian masih terdapat narasumber yang percaya serta menggunakan

layanan ini karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya layanan P2P lending syariah

dapat membantu mereka dalam hal permodalan dengan mudah. Selain itu, dana yang

dibutuhkan pelaku usaha lebih cepat pencairannya serta mereka dapat melakukan pengajuan

kembali dengan nominal yang lebih tinggi tanpa agunan. Namun, disisi lain narasumber juga

beranggapan bahwa risiko yang dihadapi dalam penggunaan layanan P2P lending ini lebih tinggi

dibandingkan dengan layanan pembiayaan dibank, salah satunya yaitu wanprestasi dan

penipuan.
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Penerapan Prosedur dari Perusahaan P2P Lending Syariah

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. Amaan Indonesia Sejahtera sebelum
menyetujui pengajuan pembiayaan maka hal yang harus dilakukan berupa survei secara
langsung ke calon debitur untuk pengecekkan data. Kemudian menerapkan prinsip 6C
(Character, Capital, Capacity, Conditions of Economy, Collateral, dan Constraint) serta
pengecekkan melalui BI checking untuk mengetahui apakah calon debitur layak diberikan
pembiayaan atau tidak. Akad yang digunakan berupa akad murabahah bil wakalah
dengan memberikan dana untuk modal usaha/pembelian barang usaha setelah itu debitur
menyerahkan bukti pembelian sehingga debitur tidak akan melakukan kecurangan diluar
kebutuhan perjanjiannya.

Meskipun telah melakukan mitigasi risiko di awal tidak dapat dipungkiri setelah
diterimanya pengajuan debitur akan melakukan wanprestasi atau kesulitan dalam
membayar angsurannya. Pada saat hal ini terjadi maka perusahaan akan melakukan
tindakan berupa penjadwalan, persyaratan, dan restrukturisasi kembali pada pembiayaan
debitur. Namun, apabila tetap tidak membayar maka perusahaan dapat
menyelesaikannya melalui jalur pengadilan. Selain itu, akan berdampak pula pada
pencatatan BI checking debitur yang nanti juga akan menimbulkan masalah berupa
sulitnya mengajukan pembiayaan kembali diberbagai lembaga keuangan karena record
pembiayaannya bermasalah atau macet.
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Temuan Penting Penelitian
Penyebab dari penerapan fintech P2P Lending syariah dikalangan masyarakat atau pelaku usaha yang 
belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yakni:

• Pemahaman terkait jenis fintech peer to peer lending yang masih rendah.

• Tidak mengetahui bagaimana cara penggunaannya (Gaptek).

• Khawatir terkait penipuan online.

• Bunga yang terlalu tinggi.

• Lebih percaya dan memilih mengajukan pembiayaan pada bank umum karena lebih pasti 
keberadaannya.

Dilain sisi terdapat keunggulan-keunggulan yang ditawarkan pada fintech peer to peer lending syariah yaitu: 

• Proses pengajuan pembiayaan cepat dan mudah. 

• Menggunakan sistem syariah. 

• Tanpa adanya agunan atau jaminan.

• Pencairan dana cepat. 

• Terdaftar pada OJK.
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